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HELMIRIYADUSSHALIHIN (B111 10 921) “Mediasi pada Penyelesaian 
Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa” . Dibimbing 
oleh Bapak Sukarno Aburaera selaku pembimbing I dan Bapak Achmad 
selaku pembimbing II. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus perceraian yang masuk 
ke Pengadilan Agama akan tetapi hanya beberapa yang berhasil dimediasi. 
Kemudian dibagi ke dalam dua sub pokok masalah, yaitu bagaimna 
pelaksaan mediasi pada penyelesaian sengketa perceraian dan faktor-faktor 
yang mempengaruhi keberhasilan mediasi pada penyelesaian sengketa 
perceraian khususnya di Pengadilan Agama Sungguminasa. 
Penelitian yang dilakukan berlokasi di Pengadilan Agama Sungguminasa 
Gowa. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian sosiologis atau 
empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang diperoleh terbagi 
menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Selanjutnya data diperoleh 
melalui penelitian pustaka sekaligus lapangan dengan cara melakukan 
wawancara, observasi maupun dokumentasi. Terakhir data akan dianalisis 
secara induktif, deduktif dan komparatif. 
Hasil penelitian, 1) Pelaksanaan Mediasi pada Penyelesaian Sengketa 
Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa, meliputi : Pendaftaran 
gugatan, penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara, proses 
persidangan(jika para pihak hadir), pemilihan mediator, proses mediasi, 
penyampaian dokumen kesepakatan damai kehadapan Majelis Hakim  
pemeriksa perkara (perkara dicabut), jika proses mediasi gagal, maka proses 
persidangan dilanjutjkan, eksekusi. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah sebagai 
berikut : a) Faktor Pendukung : Kemampuan mediator, faktor sosiologis dan 
psikologis, perilaku para pihak, dan ikitikad baik para pihak. b) Faktor 
penghambat : Keinginan kuat kedua pihak untuk bercerai, tingkat kepatuhan 
masyarakat yang menjalani proses mediasi sangat rendah, sudah terjadi 
konflik yang berkepanjangan, dan budaya masyarakat Kabupaten Gowa yang 
masih sangat kental menjunjung tinggi  Siri’ na Pacce yang menganggap 
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A. Latar Belakang Masalah 
Dalam negara hukum yang tunduk pada the rule of law, 
kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan 
kehakiman yang berperan sebagai katup penekan atas segala 
pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Peradilan dapat 
dimaknai juga dengan tempat terakhir mencari kebenaran dan 
keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan 
yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (to 
enforce the truh and justice  ). 1 
Meskipun demikian, kenyataan yang dihadapi masyarakat 
Indonesia saat ini adalah ketidakefektifan dan ketidak efisienan sistem 
peradilan. Penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang lama. 
Mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. 
Di sisi lain, masyarakat para pencari keadilan membutuhkan 
penyelesaian perkara yang cepat yang tidak hanya bersifat formalitas 
belaka.2 
                                                          
1
 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata:Tentang Gugatan, persidangan, Penyitaan, 
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, cet.VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 229. 
2
 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
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Untuk mengatasi problematika sistem peradilan yang tidak 
efektif dan efisien, maka muncul altenatif penyelesaian sengketa 
dengan perdamaian. Dalam hukum acara di Indonesia pada Pasal 
130 Herziene Inlandsch Reglement (Selanjutnya disebut HIR) maupun 
Pasal 154 Rechtstreglement Voor De Buitengewesten (selanjutnya 
disebut R.Bg). Kedua Pasal dimaksud mengenal dan menghendaki 
penyelesaian sengketa secara damai.3 
Upaya perdamaian yang dimaksud pada Pasal 130 ayat (1) 
HIR bersifat Imperatif.4 Artinya hakim berkewajiban mendamaikan 
pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan sebelum dimulainya 
persidangan. Sang Hakim berusaha mendamaikan dengan cara-cara 
yang baik agar ada titik temu sehingga tidak perlu ada proses 
persidangan yang lama dan melelahkan. Walaupun demikian, upaya 
damai yang dilakukan tetap mengedepankan kepentingan semua 
pihak yang bersengketa sehingga semua merasa puas dan tidak ada 
yang merasa dirugikan. 
Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) sebagai pelaku 
kekuasaan kehakiman di Indonesia sesuai amanat Undang-Undang 
Dasar 1945 melihat pentingnya integrasi mediasi dalam sistem 
peradilan. Betolak pada pasal 130 HIR/Pasal 145 R.Bg, MA 
memodifikasikannya ke arah yang lebih bersifat memaksa. Berangkat 
                                                          
3
 R. Tresna, Komentar HIR, cet.XVIII,  Jakarta, Paradya Paramita, 2005, hlm 110.  
4
 M. Yahya Harahap, Op. Cit.,hlm231 
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dari pemahaman demikian, maka diterbitkanlah Surat Edaran 
Mahkamah Agung (selanjutnya disebut SEMA ) Nomor 01 Tahun 2002 
pada tanggal 30 Januari 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan 
Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks Pasal 130 HIR). 
Tujuan penerbita SEMA adalah pembatasan perkara secara 
substansif dan prosedural. Sebab apabila peradilan tingkat pertama 
mampu menyelesaikan perkara melalui perdamaian, akan berakibat 
berkurangnya jumlah perkara pada tingkat kasasi. 
Belum genap 2 (dua) tahun dikeluarkannya SEMA Nomor 01 
tahun 2002 pada tanggal 11 September 2003, MA mengeluarkan 
Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut PERMA) Nomor 02 
Tahun 2003 yang berjudul Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam 
konsideran huruf e dikatakan salah satu alasan PERMA diterbitkan 
karena SEMA Nomor 01 Tahun 2002 belum lengkap atas alasan 
SEMA belum sepenuhnya mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem 
peradilan yang secara memaksa tetapi masih bersifat sukarela dan 
akibatnya SEMA itu tidak mampu mendorong para pihak secara 
intensif memaksakan penyelesaian perkara lebih dahulu melalui 
perdamaian.  
Setelah dilakukan evaluasi terhadap prosedur pelaksanaan 
mediasi di pengadilan sesuai PERMA Nomor 02 Tahun 2003 ternyata 
ditemukan permasalahan yang bersumber dari PERMA tersebut. 
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Kemudian untuk mendayagunakan mediasi yang dilakukan di 
Pengadilan, MA merevisi PERMA Nomor 02 Tahun 2003 menjadi 
PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan. 
Dalam konsideran huruf a Perma Nomor 01 Tahun 2008 
disebutkan bahwa mediasi merupakan salah satu proses 
penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat 
memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak yang 
bersengketa untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan 
memenuhi rasa keadilan. Selanjutnya dalam huruf b disebutkan 
pengintegrasian mediasi kedalam proses beracara di pengadilan 
dapat menjadi salah satu instrumen yang efektif mengatasi masalah 
penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan 
memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian 
sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus 
(ajudikatif).5 
Berangkat dari tujuan awal adanya mediasi yang diantara 
tujuannya adalah penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, 
serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak 
yang bersengketa untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan 
dan memenuhi rasa keadilan. Namun pada kenyataannya selama 7 
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(tujuh) tahun pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di 
Pengadilan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 
2008 belum mampu mengurangi perkara yang masuk ke persidangan. 
Belum terjadi perubahan yang signifikan terhadap jumlah perkara 
yang masuk ke dalam proses persidangan, sehingga pencapaian 
belum sesuai dengan harapan. Berdasarkan hal tersebut maka 
dianggap perlu untuk dijadikan objek penelitian. Penelitian ini ingin 
menganalisa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama dengan judul 
“Mediasi pada Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan 
Agama Sungguminasa ” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, 
maka dirumuskan masalah sebagai berikut: 
 
1. Bagaimanakah pelaksanaan medaisi pada penyelesaian 
sengketa perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa? 
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan mediasi 
pada penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama 
Sungguminasa? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
a. Tujuan 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan medaisi pada penyelesaian 
sengketa perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa. 
6 
 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan mediasi pada penyelesaian sengketa perceraian 
di Pengadilan Agama Sungguminasa. 
b. Manfaat  
1. Bagi ilmu pengetahuan  
Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap kemajuan 
perkembangan ilmu hukum yang menyangkut proses mediasi 
dalam penerapannya pada sistem peradilan perdata. 
2. Bagi masyarakat 
      Untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada 
masyarakat luas mengenai pengintegrasian proses mediasi di 
dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama.  
3. Bagi peneliti 
       Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pembentukan pola 
berpikir kritis serta pemenuhan persyartan dalam 
menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas 











A. Mediasi dalam Hukum Islam  
1. Pengertian Mediasi Dalam Islam 
Dalam islam mediasi dikenal dengan istilah al-sulh yang berarti 
qath al niza‟ yakni menyelesaikan pertengkaran. Pengertian dari al-
suhl itu sendiri adalah:6 
ةَعَزاَنُمْلا عْفَرل َعضٌُودْقَع 
Akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak 
Sedangkan Hanabilah memberikan defenisi al-sulh sebagai 
berikut:7 
 َ  ْل َ  ُْمْلا  َ َْ    َ ْْاا  َل  اَب   ُصّ ََو َ  ٌ َدَااَ ُم 
Kesepakatan yang dilakukan untuk perdamian antara dua pihak 
yang bersengketa. 
Praktik al-Suhl sudah dilakukan pada masa Nabi Muhammad 
SAW. Dengan berbagai bentuk. Untuk mendamaikan suami istri yang 
sedang bertengkar, antara kaum muslim dengan kaum kafir, dan 
antara satu pihak dengan pihak yang lain yang sedang berselisih. Al-
                                                          
6
 Muhammad Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 177. Lihat 
juga Sayyid Sabiq, Fiqh al-SunnahJuz 2 (Kairo: Dar al-Fath, 1990), h.201dan Wahbah Zuhaili, al-
Fiqh al-Islami wa AdillatuhJuz 6 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 168 
7
 Ibnu Qudamah, al-Mughni Juz 5, cet. 1(Beirut: Dar al-Fikr, 1984), h.3 
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Suhl menjadi metode untuk mendamaikan dengan kerelaan masing-
masing pihak yang berselisih tanpa dilakukan proses peradilan ke 
hadapan hakim. Tujuan utamanya adalah agar pihak-pihak yang 
berselisih dapat menemukan kepuasan atas jalan keluar akan konflik 
yang terjadi. Karena asasnya adalah kerelaan semua pihak. 
Dalam perkara perceraian, al-Quran menjelaskan tentang al-
Suhl dalam surah an-Nisa ayat 128 sebagai berikut: 
                          
                  
             
Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap acuh 
dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengusahakan 
perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik 
(bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika 
kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu 
(dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sesungguhnya Allah 
adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.(An-Nisa:128) 
Ayat ini diturunkan berkaitan dengan kisah Saudah Binti 
Zam‟ah, isteri Rasulullah SAW. saat mencapai usia lanjut, Dia takut 
Rasulullah SAW menceraikannya. Lalu Saudah memberikan jatah 
harinya kepada Aisyah sebagai tawaran asalkan ia tidak diceraikan. 
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Rasulullah SAW menerima hal tersebut dan mengurungkan niatnya 
untuk menceraikan Saudah.8 
Tafsir ayat ini juga ada dalam kitab Shahih Al-Bukhari. 
Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan wanita yang takut dinusyuz 
atau sikap acuh tak acuh dari suaminya adalah wanita yang suaminya 
tidak ada lagi keinginan terhadapnya, yaitu hendak menceraikannya 
dan ingin menikah dengan wanita lain. Lalu si wanita (isterinya) 
berkata kepada suaminya: “Pertahankanlah diriku dan jangan engkau 
ceraikan. Silahkan engkau menikah lagi dengan wanita lain, engkau 
terbebas dari nafkah dan kebutuhan untukku.” Maka firman Allah 
dalam ayat tersebut: Maka tidak mengapa bagi keduanya untuk 
mengusahakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian 
itu lebih baik (bagi mereka).9 
Dari sebab turunnya ayat ini, penulis berpendapat bahwa 
Saudah saat itu melakukan upaya perdamaian ketika akan terjadi 
perceraian. Ia berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya 
dengan merelakan jatah harinya diberikan kepada Aisyah, Isteri 
Rasulullah yang paling muda. Dalam hal ini, memang tidak ada pihak 
ketiga sebagai mediator. Namun apa yang dilakukan Saudah adalah 
bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang kemudian ditegaskan 
                                                          
8
 Abu al-Fida Isma’il bin ‘umar bin Katsir al-Quraisyi al-Dimasyqi, Tafsir al-Quran al-Azhim, Juz 2, 
cet.II, (Riyad: Dar Thayibah, 1999), 426. 
9
 Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari. Juz 3, cet.1, (Kairo: Dar al-Hadits, 2000), h. 
647. Hadis No. 5206. 
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dalam syariat islam dengan turunnya syariat surat an-Nisa ayat 128 
tersebut. 
Bentuk perdamaian antara suami isteri yang sedang berselisih 
terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 35. Ayat ini lebih dekat 
dengan pengertian dan konsep mediasi yang ada dalam PERMA 
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
                         
                      
dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara 
keduanya, Maka kirimlah seorang hakam (juru pendamai) dari 
keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika 
kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya 
Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah 
Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.(An-Nisa:35) 
Ayat ini menjelaskan bahwa jika terjadi syiqaq/persengketaan 
anatara suami istri, maka kedua belah pihak mengutus 2 (dua) orang 
hakam. Kedua hakam tersebut bertugas untuk mempelajari sebab-
sebab persengketaan dan mencari jalan keluar terbaik bagi mereka, 
apakah baik untuk mereka perdamaian atau pun mengakhiri 






 Adil  
Tidak disyaratkan hakam dari pihak keluarga suami maupun 
isteri. Perintah dalam ayat 35 diatas bersifat anjuran.10Bisa jadi hakam 
diluar pihak keluarga lebih mampu memahami persolan dan mencari 
jalan keluar terbaik bagi persengketaan yang terjadi antara suami 
isteri tersebut. 
Penulis berpendapat bahwa perintah mendamaikan tidak jauh 
berbeda dengan konsep dan praktik mediasi. Dimana hakim 
mengutus hakam yang memenuhi syarat-syarat seperti layaknya 
seorang mediator profesional. Seorang hakam juga berhak 
memberikan kesimpulan apakah perkawinan antara suami isteri layak 
dipertahankan atau bahkan lebih baik bubar. Tidak berbeda dengan 
tugas mediator yang melaporkan hasil mediasi dengan dua pilihan, 
berhasil atau gagal. 
Konsep islam dalam menghadapi persengketaan antar suami 
isteri adalah menjaga keutuhan rumah tangga. Dalam menjalani 
kehidupan rumah tangga, tidak mungkin dilewati dengan adanya 
perbedaan sikap dan pendapat yang berakumulasi pada sebuah 
konflik. Oleh karena itu, Islam selalu memerintahkan kepada 
pemeluknya agar selalu berusaha menghindari konflik. Namun bila 
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 Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah Juz 2,op.cit,hlm 185 
12 
 
terjadi, perdamaian adalah jalan utama yang harus diambil selama 
tidak melanggar syariat. Hal ini sebagaimana sabda rasulullah SAW 
dalam hadis riwayat Ibnu Hibban yang artinya sebagai berikut:11    
Berkata Muhammad Bin Al Fath al-Samsar di Samarkand 
berkata Abdullah bin Abd al-Rahman al-Darimi berkata Marwan bin 
Muhammad al-Thathari berkata Sulaiman bin Bilal berkata Katsir bin 
Zaid dari al-Walin bin Rabah dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah 
SAW bersabda: Perdamaian itu baik antar kaum muslim, kecuali 
perdamaian untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan 
yang halal. 
Penulis berkesimpulan bahwa perdamaian dalam sengketa 
yang berkaitan dengan hubungan keperdataan dalam Islam termasuk 
perkara perceraian adalah boleh, bahkan dianjurkan. Maka mediasi 
dalam perkara perceraian tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip 
Islam yang mengutamakan keutuhan rumah tangga. Bahkan 
menjadikan upaya perdamaian sebagai alternatif penyelesaian 
sengketa suami isteri agar terhindar dari perceraian dengan tetap 
mengutamakan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga.    
2. Prinsip-prinsip Mediasi dalam Al-Quran 
Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi 
Muhammad S.A.W. lewat perantara Jibril A.S. untuk dijadikan 
pedoman bagi kehidupan manusia. Al-Quran memuat sejumlah pesan 
                                                          
11
 Muhamman bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim al-Tamimi al-Busti, Shahih Ibnu Hibban bi Tartibi 
Ibnu Bilban. Juz 11, cet.II,(Berikut: Mussasah al-Risalah, 1993), hlm 488. Hadis No. 5091.  
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moral dan aturan yang mengatur perilaku manusia agar ia dapat hidup 
sesuai dengan penciptaannya yang fitri dan asali. Panduan dan 
bimbingan yang dibwah Al-Quran mencakup seluruh kepentingan dan 
kebutuhan manusia dalam kehidupannya. Al-Quran memberikan 
petunjuk yang harus diikuti manusia agar ia dapat hidup selamat di 
dunia dan di akhirat. Bimbingan dan petunjuk Al-Quran terintegrasi 
dalam hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia 
dengan sesamanya (hablum minallah wa hablum minannas). 
Al-Quran sebagai kitab suci memuat tata aturan yang 
mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia. Dimensi yang diatur 
Al-Quran tidak hanya dalam konteks kehidupan duniawi tetapi juga 
dalam konteks kehidupan ukhrawi. Muhammad Syaltut menyebutkan 
secara garis besar ajaran Al-Quran dibagi dalam tiga dimensi yaitu 
akidah, syariah dan akhlak. Syaltut membagi tiga bidang ini, karena 
akidah, syariah dan akhlak merupakan paradigma bagi manusia yang 
memerlukan pengaturan, sehingga ia dapat hidup sesuai dengan 
kehendak Allah sebagai khalifah-Nya di bumi.12  
Mohammed Abu Nimer merumuskan 12 prinsip penyelesaian 
sengketa (konflik) yang dibangun Al-Quran dan dipraktikkan Nabi 
Muhammad S.A.W.13 Prinsip-prinsip tersebut adalah: 
a. Perwujudan Keadilan 
b. Pemberdayaan Sosial 
                                                          
12
 Mahmud Syaltut, Al-Islam; Aqidah wa Syariah, (Mesir: Maktabah al-Misriyah, 1967),hlm. 14. 
13
 Mohammed Abu Nimer, Nonviolence and Peace of Building in Islam; The ory and Practice, 
(Florida: University Press of Florida, 2003), hlm. 48. 
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c. Universalitas dan Martabat Kemanusiaan 
d. Prinsip Kesamaan (Equality) 
e. Melindungi Kehidupan Manusia 
f. Perwujudan Damai 
g. Kreatif dan Inofatif 
h. Saling Memaafkan 
i. Tindakan Nyata 
j. Pelibatan Melalui Tanggung Jawab Individu 
k. Sikap Sabar 
l. Tindakan Bersama (collaborative) dan Solidaritas  
3. Mediasi Dalam Sengketa Keluarga 
Perkawinan adalah salah satu institusi dasar (basic institution) 
dalam hukum keluarga Islam. Perkawinan adalah perjanjian yang lahir 
dari keinginan seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama 
dalam ikatan akad.14 Perkawinan tidak hanya bermakna perjanjian 
perdata, tetapi juga perjanjian yang memiliki makna spritual.15 
Muhammad Musthafa Tsalaby memberi makna perkawinan dengan 
akad yang kuat (mitsaqan ghalidzan) antara seorang laki-laki dan 
seorang perempuan untuk hidup bersama berdasarkan ketentuan 
syara‟ sebagai bentuk ibadah kepada Allah.16  
                                                          
14
 Vijay Malik, Muslim Law of Marriage, Divorce and Maintenance, (Delhi: Eastern Book Company, 
1988), hlm. 60. 
15
 Mahmoud Hoballah, “Marriage, Divorce, and Inheritance in Islamic Law” dalam Hisham M. 
Ramadan (ed.) hlm. 111. 
16
 Muhammad Mustafa Tsalaby, Ahkam al-Usrah fi al-Islam (Beirut: Dar an-Nadhhah al-‘Arabiyah, 
1977), hlm. 260-268. 
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Islam mengharapkan perkawinan yang akadnya bernilai sakral 
dapat dipertahankan untuk selamanya (permanent) oleh suami istri. 
Namun, Islam juga memahami realitas kehidupan suami istri dalam 
rumah tangga yang kadang-kadang mengalami persengketaan dan 
percekcokan yang berkepanjangan. Perselisihan antarsuami istri yang 
memuncak dapat membuat rumah tangga tidak harmoni, sehingga 
akan mendatangkan kemudaratan. Oleh karena itu, Islam membuka 
jalan berupa perceraian. Perceraian merupakan jalan terakhir yang 
dapat ditempuh suami istri, bila rumah tangga mereka tidak dapat 
dipertahankan lagi. Perceraian dalam Islam memiliki proses panjang. 
Persengketaan suami istri tidak serta merta menjadi alasan yang 
menjadi alasan yang memutuskan hubungan perkawinan, tetapi 
mengandung proses mediasi dan rekonsiliasi, agar rumah tangga 
mereka dapat dipertahankan. 
Al-Quran mengingatkan agar perceraian sebaiknya dihindari, 
dan diupayakan agar tetap dapat dipertahankan, karena dampak 
perceraian bukan hanya dirasakan oleh pihak suami istri, tetapi juga 
anak-anak mereka, bahkan secara lebih luas berdampak juga kepada 
keluarga besar dari kedua belah pihak. Dampak yang dirasakan dari 
perceraian bukan hanya berupa hilangnya hak dan tanggung jawab 
materiil suami istri, tetapi juga ada kaitannya dengan beban psikis 
yang akan ditanggung oleh kedua suami istri atau anak-anaknya. 
Mengingat dampak perceraian sangat besar bukan hanya kepada 
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suami istri dan anak-anak, tetapi juga kepada keluarga besar kedua 
belah pihak, maka perceraian sebagai alternatif terakhir 
menyelesaikan kemelut rumah tangga, harus dilakukan melalui suatu 
proses hukum.17 Perceraian yang dilakukan melalui proses hukum 
akan menjamin hak-hak perempuan dan hak anak, sehingga 
perceraian tidak akan menelantarkan perempuan dan anak. Jaminan 
sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain akan 
terwujud, karena hukum memberikan perlindungan kepada para pihak 
yang terkena dampak dari perceraian. Oleh karenanya, Vijay Malik 
menyebutkan bahwa perceraian yang dilakukan sewenang-wenang 
tanpa melalui proses hukum, dinyatakan sebagai perceraian yang 
berlawanan dengan esensi ajaran Islam yang memperlakukan orang 
lain secara santun dan terhormat, apalagi terhadap istri dan anak-
anaknya. 
Dalam Al-Qu‟ran hak untuk membubarkan perkawinan bukan 
semata-mata milik suami (talak), tetapi juga dimiliki istri melalui jalur 
fasakh. Dalam praktik masyarakat terkesan talak yang merupakan hak 
suami yang dapat digunakan sewenang-wenang tanpa memerlukan 
proses, sedangkan fasakh memerlukan proses, yang pada akhirnya 
juga harus menunggu pengucapan talak dari suaminya. Padahal 
kedua jenis upaya pemutusan perkawinan menghendaki adanya 
proses hukum melalui jalur lembaga peradilan keluarga. Talak 
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 Vijay Malik, Op. Cit., hlm. 67-68. 
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merupakan perbuatan halal tetapi sangat dibenci oleh Allah. 
Rasulullah sangat membenci perbuatan talak, sehingga ia mengekang 
perbuatan tersebut pada tangan suami, dan memberikan perempuan 
hak untuk mendapatkan cerai sewajarnya dari suami. Pernyataan 
Rasulullah bahwa talak sebagai perbuatan yang dibenci Allah 
menandakan bahwa kalau masih ada jalan lain bagi suami istri, maka 
janganlah mengambil jalan untuk membubarkan perkawinan. 
Perceraian benar-benar sebagai alternatif terakhir dan tidak mungkin 
lagi perkawinan tersebut dipertahankan. Pengucapan talak melalui 
proses hukum, bukan serta-merta bubarnya perkawinan, karena talak 
dalam ajaran Al-Quran dikenal dengan adanya talak raj’i dan talak 
ba’in. Talak raj’i adalah talak yang masih membuka kesempatan 
suami istri untuk berkumpul kembali selama dalam masa iddah, 
sedangkan talak ba’in adalah talak yang sudah menutup rapat bagi 
para pihak untuk hidup sebagai suami istri dalam rumah tangga. Tidak 
terbuka lagi kesempatan bagi kedua belah pihak, kecuali istri tersebut 
kawin dengan laki-laki lain dan telah diceraikan dengan talak ba’in 
pula.18 
Al-Quran mengharuskan adanya proses peradilan maupun 
nonperadilan dalam penyelesaian sengketa keluarga, baik untuk 
kasus syikak maupun nusyuz.19 Syikak adalah percekcokan atau 
perselisihan yang meruncing antara suami istri yang diselesaikan oleh 
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 Muhammad Mustafa Tsalaby, Op.cit.,hlm.371-372. 
19
 Ibid., Hlm.373. 
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dua orang juru damai (hakam). Nusyuz adalah tindakan istri yang tidak 
patuh kepada suaminya atau suami yang tidak menjalankan hak dan 
kewajibannya terhadap istri dan rumah tangganya, baik yang bersifat 
lahir maupun batin. Al-Quran menawarkan pola mediasi tersendiri 
terhadap penyelesaian sengketa keluarga terutama syikak. 
Syikak merupakan perselisihan yang berawal dan terjadi pada 
kedua belah pihak suami dan istri secara bersama-sama. Dengan 
demikian, syikak berbeda dengan nusyuz, yang perselisihannya 
hanya hanya berawal dan terjadi pada salah satu pihak, suami atau 
istri. Untuk mengatasi kemelut rumah tangga yang meruncing antara 
suami dan istri, Islam memerintahkan agar kedua belah pihak 
mengutus dua orang hakam (juru damai). Pengutusan hakam 
bermaksud untuk bermaksud untuk berusaha mencari jalan keluar 
terhadap kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh suami-istri. 
Proses penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang dikenal 
dengan hakam didasarkan pada Al-Quran surat an-Nisa‟ ayat 35 yang 
artinya: ”Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, 
maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan keluarga 
perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan 
perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri. Allah 
Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” 
Ayat ini menganjurkan adanya pihak ketiga atau mediator yang 
dapat membantu pihak suami istri dalam mencari jalan penyelesaian 
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sengketa keluarga mereka. Pihak ketiga ini terdiri atas wakil dari pihak 
suami dan pihak istri yang akan bertindak sebagai mediator. 
Pertanyaan yang muncul adalah mestikah pihak ketiga atau mediator 
ini berasal dari luar pihak keluarga suami istri. Dalam kaitan ini para 
ulama berbeda pendapat. Imam Syihabuddin Mahmud al-Alusi (1217-
1270), mengatakan bahwa pihak ketiga boleh saja berasal dari luar 
keluarga kedua belah pihak, bilamana dianggap lebih maslahat dan 
membawa kerukunan rumah tangga. Dalam pandangan Syihabuddin, 
hubungan kekerabatan tidak merupakan syarat syah untuk menjadi 
hakam dalam penyelesaian sengketa syikak. Tujuan pengutusan 
pihak ketiga atau mediator untuk mencari jalan keluar dari kemelut 
rumah tangga yang dihadapi oleh pasangan suami istri, dan hal ini 
dapat saja tercapai sekalipun mediatornya bukan dari keluarga kedua 
belah pihak. 
Meskipun demikian, dalam pandangan Syihabuddin keluarga 
dekat atas dasar dugaan kuat, lebih mengetahui seluk-beluk rumah 
tangga serta pribadi masing-masing suami istri, sehingga mengutus 
hakam (mediator) dari kedua belah pihak tetapi lebih diutamakan 
sebagaimana ditegaskan dalam surat an-Nisa‟ ayat 35 tersebut. 
Filosofi dibalik anjuran Al-Quran mengutus hakam dari pihak suami 
dan piha istri, karena kedua belah pihak lebih tahu keadaan keluarga 
suami istri secara mendalam dan mendekati kebenaran. Keluarga 
kedua belah pihak adalah orang-orang yang sangat menginginkan 
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tercapainya kedamaian dan kebahagiaan kedua suami istri. 
Merekalah yang lebih dipercaya suami istri yang sedang berselisih 
dan kepada mereka kedua pasang suami istri akan lebih leluasa untuk 
berterus terang mengungkapkan isi hati masing-masing.   
Ulama berbeda pendapat tentang siapa yang mengangkat dan 
mengutus hakam atau mediator dalam sengketa syikak. Mazhab 
Hanafi, Syafi‟i, dan Hambali berpendapat bahwa berdasarkan dzahir  
surat an-Nisa‟ bahwa hakam atau mediator diangkat oleh pihak 
keluarga suami atau istri, dan bukam suami atau istri secara langsung. 
Pandangan ini berbeda dengan pandangan beberapa ulama 
kontemporer seperti Wahbah Zuhaily dan Sayyid Sabiq bahwa hakam 
atau mediator dapat diangkat oleh suami istri yang disetujui oleh 
mereka sebagai penengah yang akan membantu mencarikan jalan 
keluar dari kemelut keluargayang mereka hadapi. 
As-Sya‟bi dan Ibnu Abbas mengatakan bahwa pihak ketiga 
atau hakam dalam kasus syikak diangkat oleh hakim atau pemerintah, 
karena kata “fab’atsu-maka hendaklah engkau mengutus” dalam surat 
an-Nisa‟ ayat 35 ditujukan kepada seluruh kaum muslimin. Oleh 
karena itu, urutan orang yang berwenang mengutus juru damai adalah 
keluarga kedua belah pihak dan pemerintah. Dengan demikian, dapat 
dikatakan bahwa mengangkat atau mengutus mediator adalah suatu 
kewajiban, karena pengutusan itu bermaksud membasmi dan 
21 
 
mencegah kezaliman suami istri, dan hal itu menjadi kewajiban 
pemerintah, dalam hal ini adalah pengadilan.20 
Hakam atau mediator yang diangkat dari kedua belah pihak 
memiliki kewenangan terbatas dalam kasus syikak. Menurut Hanafi, 
Syafi‟i, Hanbali Hasan al-Basri (w.110 H), dan Qatadah (w. 118 H), 
hakam atau mediator tidak berwenang untuk menceraikan suami atau 
istri yang sedang didamaikannya. Hakam dari pihak suami tidak 
berwenang menjatuhkan talak suami terhadap istri dan hakam dari 
pihak istri tidak boleh mengadakan khulu’ tanpa persetujuan istri. 
Pendapat mereka ini sebagai konsekuensi dari pandangan mereka 
bahwa hakam hanyalah berstatus sebagai wakil. Hakam atau 
mediator hanya bisa mengambil keputusan sepanjang mendapat 
persetujuan dari kedua belah pihak. Menurut Mazhab Hanafi, apabila 
kedua hakam menemukan kesimpulan, bahwa kedua suami istri 
tersebut harus diceraikan, maka kedua juru damai itu harus 
melaporkannya kepada kadi, dan qadhilah yang menceraikannya. 
Menurut Sya‟bi, Ibnu Abbas, Mazhab Malik, hakam berwenang 
memutuskan ikatan perkawinan antara suami istri yang sedang 
berselisih tersebut, sekalipun tanpa izin dari salah satu pihak atau dari 
keduanya. Ibnu Abbas memperjelas pendapatnya dengan 
mengatakan bahwa hakam atau mediator berwenang mengambil 
keputusan menceraikan kedua suami istri yang berselisih dan 
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 Abdurrahman al-Jaziry, Op. Cit., hlm. 341. 
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melaksanakannya apabila kedua juru damai (hakam) sepakat tentang 
hal tersbut. Namun, jika hakam berselisi pendapat, maka pendapat 
mereka itu tidak dapat dilaksanakan sebelum ditemukan kesepakatan. 
Pendapat kedua ini diperkuat oleh Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan 
oleh Abu Ja‟far Muhammad bin Jarir at-Tabary (w. 310 H) dari 
Ubaidah bin Amar as-Salmani al-Murady (w. 92 H). Diriwayatkan 
bahwa sepasang suami istri diiringi oleh beberapa orang menghadap 
kepada Ali. Masing-masing mengajukan hakam atau jru damainya. Ali 
bertanya kepada kedua hakam tersebut. Apakah Anda berdua 
mengetahui apa yang harus Anda lakukan. Kewajiban Anda berdua 
adalah jika Anda berdua berpendapat untuk menyatukan kembali 
kedua suami istri, maka satukanlah, jika Anda berdua melihat bahwa 
menceraikan pasangan suami istri ini lebih baik, maka ceraikanlah. 
Lantas istri berkata:”Aku rela kepada Allah baik dimenangkan ataupun 
dikalahkan. “Suami pun berkata: “Jika bercerai aku tak bersedia.”Lalu 
Ali berkata lagi “Engkau dusta, demi Allah engkau tidak boleh 
berangkat dari tempat ini sebelum rida dengan Kitabullah, baik 
menguntungkan maupun merugikan.” 
Pola mediasi dalam menyelesaikan sengketa syikak juga dapat 
diterapkan dalam sengketa nusyuz. Allah menegaskan hal ini dalam 
surat an-Nisa‟ ayat 128-129, yang artinya “ Dan jika seorang wanita 
khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak 
mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-
23 
 
benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun 
manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan 
istrimu secara baik dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap 
acuh, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan apa yang 
kamu kerjakan. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di 
antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, 
karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu 
cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika 
kamu mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.” 
Ayat ini memang tidak menegaskan secara langsung 
keterlibatan pihak ketiga sebagai mediator dalam menyelesaikan 
sengketa nusyuz, namun bukan berarti tertutup kemungkinan adanya 
pihak ketiga yang membantu suami istri untuk mewujudkan 
kedamaian dalam rumah tangga mereka. Perdamaian yang diinginkan 
ayat ini adalah perdamaian yang sebenarnya, dan bukan perdamaian 
semu. Istri atau suami yang nusyu hendaknya proaktif untuk mencari 
upaya-upaya damai, dan bila tidak mampu, maka dapat mengundang 
pihak ketiga sebagai penengah untuk mewujudkan kedamaian dalam 
kehidupan suami istri. Allah dalam surat an-Nisa‟ 128-129 
menegaskan agar para pihak suami istri mengadakan perbaikan demi 
mempertahankan keluarga.      
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Dalam menghadapi nusyuz, suami mendapat tugas utama 
untuk memperbaiki keadaan istri (islah) melalui tahapan-tahapan yang 
disebutkan Al-Quran. Tahapan ini tidak hanya dapat menjadi 
pedoman bagi suami atau istri, tetapi dapat juga menjadi pedoman 
bagi mediator dalam membantu menyelesaikan sengketa keluarga 
dalam kasus nusyu. Al-Quran menegaskan “Wanita-wanita yang kamu 
khawatirkan nusyu, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah tempat 
tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka 
mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk 
menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha 
Besar.” 
Al-Quran menawarkan tiga langkah dalam menyelesaikan 
sengketa keluarga yang muncul karena nusyuz, yaitu memberikan 
nasihat, memisahkan tempat tidur, dan memukul. Ketiga langkah ini 
harus ditempuh secara berurut dan tidak boleh menerapkan langkah 
memukul sebagai langkah awal dalam kasus nusyuz. Nasehat 
merupakan langkah pertama yang harus diberikan suami kepada 
istrinya, karena dengan nasihat dapat menyadarkan istri untuk 
kembali memperbaiki diri dan mempertahankan rumah tangga. Bila 
langkah ini tidak mampu menyadarkan istri, maka langkah kedua 
adalah memisahkan tempat tidur. Langkah ini bertujuan juga untuk 
menyadarkan istri bagaimana rasanya bila tidak ada suami di sisinya. 
Tindakan ini juga untuk memberikan kesempatan istri untuk mengingat 
25 
 
kembali masa-masa indah bersama suami dan anak-anaknya. 
Langkah terakhir adalah memukul istri bila langkah pertama dan 
kedua tidak berhasil. 
Tindakan memukul istri dalam ayat tersebut telah menimbulkan 
penafsiran yang beragam di kalangan ulama. Sebagian ulama 
memahami makna “memukul” dalam arti kiasan dan bukan hakiki. 
Makna kiasan (kinayah) berupa setiap usaha yang dapat 
menyadarkan istri dan kembali ta‟at kepada suami baik berupa 
tindakan fisik maupun non fisik. Namun, sebagian lagi memahami kata 
“memukul” dalam arti hakiki, yaitu menggerakkan dan menempatkan 
tangan dengan kekuatan tertentu pada tubuh istrinya. 
Beberapa sarjana di antaranya Ronak Husni dan Daniel L. 
Newman memberikan penafsiran bahwa Al-Quran menyetujui adanya 
pemukulan terhadap istri dengan tidak melakukan kekerasan atau 
brutal. Pemukulan hanya dilakukan di bagian punggung atau bagian 
kaki dan tidak mencederai, sehingga membuat prilaku istri kembali ke 
jalan yang benar, dan kehidupan perkawinan dapat terus 
dipertahankan. Pemukulan yang dilakukan oleh suami harus dalam 
kondisi fair, di mana suami harus menjamin dan menyediakan 
sejumlah kebutuhan bagi istri baik lahir maupun batin. Dalam 
kenyataan banyak ditemukan kekeliruan dalam memaknai kata 
“memukul” ini, sehingga sering dibuat generalisasi, di mana suamai 
boleh saja dan kapan saja dapat memukul istrinya. Padahal tindakan 
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seperti ini jelas bertentangan dengan hakikat dan tujuan perkawinan 
itu sendiri. 
Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa keberadaan 
mediator untuk menyelesaikan sengketa keluarga sangat urgen, 
karena peran mediator memperbaiki hubungan suami istri akan 
menentukan kelanggengan suatu rumah tangga. Al-Quran 
menjelaskan beban dan tanggung jawab mediator dalam sengketa 
keluarga cukup penting, terutama ketika suatu keluarga sudah 
menunjukkan tanda-tanda adanya perselisihan, maka pihak keluarga 
dari pihak suami istri sudah dapat mengutus madiator.21 Pihak 
keluarga tidak perlu menunggu terjadinya sengketa, tetapi merasakan 
adanya kekhawatiran terjadinya sengketa suami istri, sudah dapat 
diutus hakam untuk menyelesaikan atau melakukan mediasi terhadap 
sengketa syikak. Jika sejak awal mediator sudah diutus oleh pihak 
keluarga suami atau istri, mediator dapat lebih awal mengantisipasi 
dan mencarikan penyebab terjadinya persengketaan keluarga 
tersebut, sehingga sudah tidak terlalu jauh terlibat persengketaan. 
Mediator dalam sengketa keluarga dapat mengidentifikasi setiap 
persoalan, dan mencari jalan keluar serta menawarkan kepada para 
pihak suami istri yang bersengketa.22 Tindakan yang ditempuh 
mediator harus sangat hati-hati, karena persoalan keluarga dianggap 
persoalan sensitif, dan membutuhkan konsentrasi penuh, demi untuk 
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 Ronak Husni and Daniel L. Newman, Muslim Women in Law and Society, (USA:Routledge, 
2007), hlm. 66. 
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 Ibid., hlm.67. 
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merekatkan hubungan emosional yang retak. Memahami situasi suami 
istri merupakan kewajiban mediator dalam rangka menciptakan damai 
dan rekonsiliasi dalam keluarga yang bersengketa. Dengan demikian, 
mediator dapat menciptakan situasi yang menyebabkan kedua belah 
pihak percaya dan tumbuh keinginan untuk bersatu kembali 
mempertahankan rumah tangga.     
B. Bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa23 
Secara garis besar bentuk penyelesaian sengketa dibagi 
menjadi dua bagian yaitu: 
 Bentuk penyelesaian secara litigasi (peradilan); 
 Bentuk penyelesaian sengketa secara non litigasi (alternatif 
dispute resolution). 
Setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk 
memperoleh kesepakatan dalam proses perkara atau untuk 
menyelesaikan sengketa dan konflik.cara yang dipakai pada suatu 
sengketa tentu jelas memiliki konsekuensi, baik bagi para pihak yang 
bersengketa maupun masyarakat dalam arti seluas-luasnya. Karena 
adanya konsekuensi itu, maka diperlukan untuk menyalurkan 
sengketa-sengketa tertentu kepada suatu mekanisme penyelasaian 
sengketa yang paling tepat bagi mereka. Ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan untuk memilih mekanisme yang paling tepat yaitu 
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 D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum 
dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan, Alfabeta , Bandung,2011. Hlm. 5-19 
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bagaimana bentuk persoalan-persoalan para pihak dan apa yang 
diharapkan para pihak untuk dicapai baik dalam penyelasaian 
sengketa tertentu ataupun sengketa yang lebih bersifat umum serta 
biaya-biaya yang dapat atau sedianya ditanggung oleh para pihak. 
Beraneka ragam cara dan kreativitas manusia dalam 
menyelesaikan masalahnya, ada yang menggunkan metode secara 
langsung face to face dengan pihak lawan sengketanya atau yang 
biasa disebut dengan metode penyelesaian sengketa dwipartite dan 
ada pula yang menggunakan jasa/ perantaraan orang lain atau suatu 
lembaga tertentu untuk membantu menyelesaikan masalah yang 
dihadapinya atau yang biasa disebut dengan metode penyelesaian 
sengketa tripartite. Setiap cara dan bentuk penyelesaian yang dipilih 
itu pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari solusi 
dan penyelesaian untuk menghentikan sengketa yang terjadi. Dalam 
pola penyelesaian sengketa mengandung dua prinsip pembenaran 
yaitu: 
 Pola pembenaran pribadi  yang kemudian disebut sebagai 
prinsip penyelesaian dengan cara memutus(ajudikasi), dan  
 Pola pembenaran bersama yang kemudian disebut sebagai 
prinsip penyelesaian perdamaian (non ajudikasi). 
Bentuk penyelesaian sengketa yang bersifat non litigasi saat ini 
mulai dikembangkan sebagai bentuk alternatif yang lebih dianjurkan 
bagi mereka yang sedang terlibat sengketa. Mengapa demikian? 
29 
 
Berdasarkan Beberapa asumsi, proses litigasi memiliki banyak 
kekurangan dan kelemahan, antara lain:24 
 Penyelesaian sengketa lambat; 
 Biaya perkara mahal; 
 Peradilan tidak tanggap(unresponsive); 
 Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah; 
 Putusan pengadilan membingungkan; 
 Putusan pengadilan tidak memberi kepastian hukum; 
 Kemampuan para hakim bercorak generalis; 
Dalam proses litigasi, pemeriksaan suatu perkara dianggap 
telah selesai karena semua tingkat upaya hukum telah digunakan 
secara maksimal.  Akibatnya perkara tersebut akan dianggap tuntas 
dengan ditandai proses eksekusi. Namun  apakah benar sengketa 
sengketa tersebut telah benar-benar tuntas? Jika ditelaah,maka 
sebenarnya dengan berakhirnya prose litigasi bukan berarti sengketa 
diantara para pihak telah benar-benar selesai, karena dengan 
munculnya pihak yang kalah, justru sering menumbuhkan dendam 
yang berkepanjangan, sehingga pihak yang kalah akan terus 
melakukan ronrongan kepada si pemenang agar ia tidak bisa 
menikmati hasil kemenangannya itu. Kondisi seperti itu justru menjadi 
kontrapoduktif  dengan tujuan penyelesaian sengketa itu sendiri, 
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 M.Yahya Harapan, Hukum Acara Perdata,Tentang  Gugatan, Persidangan,Penyitaan, 
Pembuktiaan, dan Putusan Pengadilan,Sinar Grafika, Jakarta, 2006.hlm.233 
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karena bukan hanya konfliknya tidak selesai secara tuntas, namun 
pihak yang nyata-nyata telah dinyatakan menang oleh putusan 
pengadilan pun pada kenyataannya tidak bisa menikmati kemenangan 
itu secara nyaman dan tentram. 
Penyelesaian sengketa secara litigasi pada umumnya hanya 
digunakan untuk memuaskan hasrat emisional dalam mencari 
kepuasan pribadi dengan harapan pihak lawannya dinyatakan kalah 
oleh putusan pengadilan. Orang mengajukan gugatan pada umumnya 
tidak memperhitungkan apakah nilai yang disengketakan itu 
sebanding atau tidak dengan pengorbanan yang dikeluarkan selam 
menjalani proses persidangan yang begitu panjang. Secara teori, 
proses litigasi memang lebih memberikan kepastian hukum karena 
diputuskan berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki dan putusannya 
dapat dilaksanakan dengan kekuatan  eksekusi(executi power),namun 
kenyataan dilapangan justru eksekusi yang dianggap sebagai ujung 
tombak dalam meraih hak atas suatu kemenangan tidak bisa 
memberikan kenyamanan dalam menikmati hasil kemenangan itu, 
bahkan pada beberapa kasus eksekusi tidak mampu dijalankan (non 
eksekutable) karena adanya halangan dan gangguan yang serius dari 
pihak termohon eksekusi dan masyarakat luas. 
Berpangkal tolak dari beberapa kelemahan yang ditemukan 
dalam pola penyelesaian secara litigasi,orang mulai melirik metode 
lain diluar proses litigasi yang dianggap akan lebih mendatangkan 
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keuntungan kepada kedua belah pihak, baik secara materiil maupun 
immateriil. 
Pada tahun 1999 pemerintah menerbitkan undang-undang 
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa yang berisi aturan tentang bentuk-bentuk penyelesaian 
sengketa di luar pengadilan sebagai pengganti dari aturan perundang-
undangan kolonial yang sebelumnya berlaku. Bab XI Ketentuan 
Penutup Pasal 81 secara tegas mencabut berlakunya Pasal 615 
sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement op 
de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52) dan Pasal 377 Reglemen 
Indonesia Yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, 
Staatsblad 1941:44) dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah 
Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 
1927:227), 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut berjudul 
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Beberapa bentuk 
penyelesaian sengketa yang diatur dalam undang-undang tersebut 
antara lain: 
1. Arbitrase 
Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di 
luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang 
dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.25 
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Dalam beberapa hal arbitrase mirip dengan sistem 
penyelesaian sengketa litigasi karena hasil akhirnya sama-sama 
berbentuk putusan yang berisi pernyataan menang dan kalah. Ada 
anggapan di masyarakat bahwa seolah-olah apabila suatu sengketa 
diserahkan kepada arbitrase penyelesaiannya akan berjalan lebih 
cepat dan sedrhana. Kesan itu tidak seluruhnya benar. Penyelesaian 
sengketa melalui arbitrase kadang-kadang bisa memakan waktu yang 
lama, serta melalui proses yang berbelit-belit, tidak kalah rumitnya 
apabila dibandingkan dengan proses peradilan. 
Salah satu yang membedakan arbitrase dengan persidangan di 
pengadilan adalah pada penentuan arbiter, dimana para pihak bisa 
memilih sendiri atbiter (wasit) bagi penyelesaian sengketanya 
berdasarkan kesepakatan para pihak, sehingga arbiter yang 
menangani perkaranya dimungkinkan adalah orang yang ahli atau 
memiliki pengetahuan secara khusus tentang sengketa yang dihadapi. 
Secara umum arbitrase tidak jauh berbeda dengan proses peradilan 
karena prosedurnya diatur oleh hukum acara yang serba formal dan 
kaku apalagi dalam proses eksekusi dimana setiap pelaksanaan 
putusan arbitrase selalu membutuhkan exequatur dari pengadilan 
Negeri. 
2. Konsultasi 
Konsultasi adalah tidakan yang bersifat personal antara satu 
pihak tertentu yang disebut dengan “klien” dengan pihak lain yang 
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merupakan konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien 
tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. 
Tidak ada satu rumusan yang mengharuskan si klien mengikuti 
pendapat yang disampaikan oleh konsultan. Dalam hal ini konsultan 
hanya memberikan pendapatnya (secara hukum) sebagaimana 
diminta oleh kliennya yang untuk selanjutnya keputusan mengenai 
penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak 
meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan  
untuk merumuskan bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki 
oleh para pihak yang bersengketa tersebut.26 
Berdasarkan rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa 
konsultasi merupakan bentuk penyelesaian konflik yang dilakukan 
secara tertutup dengan cara meminta pendapat dan nasihat tertentu, 
namun tidak bersifat mengikat kepada si klien. Konsultasi dapat 
menjadi bagian dalam proses penyelesaian sengketa untuk 
membentuk pemahaman pribadi atas sengketa yang dihadapinya. 
Konsultasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang mudah 
untuk dilakukan bahkan secara tidak disadari kita pun sering 
melakukan konsultasi terhadap orang yang kita anggap lebih 
memahami tentang persoalan yang sedang dihadapi. 
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Negosiasi adalah proses bekerja untuk mencapai suatu 
perjanjian dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi 
yang sama dinamis dan variasinya, serta halus dan bernuansa, 
sebagaimana keadaan atau yang dapat dicapai orang. Orang 
melakukan negosisai dalam situasi yang tidak dapat terhitung dimana 
mereka perlu atau ingin sesuatu yang pihak lain dapat memberi atau 
menahannya, bila mereka ingin mencapai kerja sama dengan bantuan 
atau persetujuan dari pihak lain atau ingin menyelesaikan atau 
mengurangi sengketa dan konflik. 
Negosiasi adalah metode penyelesaian secara langsung tanpa 
menggunakan perantara ataupun jasa pihak ketiga, sehingga lazim 
disebut sebagai metode penyelesaian dua pihak (dwipartite). 
Dari beberapa bentuk penyelesaian sengketa yang ada, 
negosiasi merupakan bentuk penyelesaian yang paling simpel karena 
tidak perlu melibatkan orang lain atau pihak ketiga. Semua tahapan 
dalam negosiasi ditentukan berdasarkan pola komunikasi yang dimiliki 
sendiri, mulai dari proses pertemuan sampai kepada penentuan nilai-
nilai penawaran dilakukan berdasarkan kehendak dan inisiatif pribadi. 
Namun walaupun demikian metode penyelesaian secara negosiasi 
juga memiliki kelemahan, yaitu jika para pihak tidak memiliki 
kemampuan komunikasi yang baik, maka nyaris metode ini tidak 
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mungkin bisa berjalan dengan sempurna, bahkan jika prosesnya 
dipaksakan justru akan menimbulkan konflik dan sengketa baru yang 
jauh lebih kompleks.   
4. Mediasi 
Mediasi adalah metode penyelesaian yang termasuk dalam 
kategori tripartite karena melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga. 
Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses 
perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan 
dibantu oleh mediator.28 
Keterlibatan mediator di dalam sengketa yang terjadi hanya 
sebagai pemacu para pihak untuk menuju penyelesaian secara 
damai, sehingga mediator pada umumnya tidak turut campur dalam 
menentukan isi kesepakatan damai, kecuali memang betul-betul 
dibutuhkan. Hal ini didasarkan pada prinsip proses mediasi, bahwa 
materi kesepakatan damai merupakan hak mutlak para pihak untuk 
menentukannya tanpa ada intervensi dari pihak mediator. 
Mediaisi berdasarakan prosedurnya dibagi menjadi 2 bagian 
antara lain: 
 Mediasi yang dilakukan di luar pengadilan (UU No. 30 Tahun 
1999); 
 Mediais yang dilakukan di pengadilan (Pasal 130 HIR/154 RBg 
jo PERMA No. 1 Tahun 2008). 
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Mediasi di luar pengadilan dilakukan oleh para pihak tanpa 
adanya proses. Mediasi di luar pengadilan dapat diajukan ke 
pengadilan untuk mendapatkan pengukuhan sebagai akta perdamaian 
yang memiliki kekuatan layaknya Putusan Hakim yang berkekuatan 
hukum tetap (eks: Pasal 23 PERMA Mediasi). Sedangkan mediasi 
yang dilakukan di pengadilan adalah proses mediasi yang dilakukan 
sebagai akibat dari adanya gugatan perdata ke pengadilan. Dengan 
merujuk pada ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg bahwa setiap 
sengketa yang diperiksa di pengadilan wajib untuk menempuh 
perdamaian terlebih dahulu, maka berdasarkan ketentuan tersebut 
Mahkamah Agung berupaya untuk memberdayakan lembaga 
perdamaian berdasarkan Pasal 130 HIR/154 RBg dengan 
memasukkan konsep mediasi ke perkara yang selama ini terjadi di 
Mahkamah Agung dapat dikurangi. 
Kesepakatan damai yang dihasilakan dari proses mediasi 
kemudian akan dikukuhkan menjadi akta perdamaian yang 
mengandung kekuatan eksekutorial (executorial kracht) sebagaimana 
Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van 
gewijsde), bahkan menurut Pasal 1 angka 2 PERMA Mediasi 
menyebutkan bahwa akta perdamaian tidak tunduk pada upaya 
hukum biasa maupun luar biasa. Ketentuan tersebut dimaksudkan 
agar hasil kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak memiliki 
kekuatan hukum yang mengikat dan bersifat menyelesaiakan 
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sengketa secara tuntas. Jika salah satu pihak dikemudian hari tidak 
mau melaksanakan isi kesepakatan dalam akta perdamaian secara 
sukarela, maka pelaksanaannya akan dilakukan secara paksa melalui 
lembaga eksekusi atas permohonan dari pihak yang 
menghendakinya.   
5. Konsiliasi 
Dalam praktiknya sulit dibedakan antara konsiliasi dengan 
mediasi, karena memiliki karakteristik yang hampir sama, bahkan 
dalam beberapa hal memang tidak bisa dibedakan di antara 
keduanya. 
Negara yang pertama kali mengenal sistem konsiliasi adalah 
Jepang, yang disebut dengan “chotei”.29Di Jepang konsiliasi 
digunakan untuk menyelesaiakan sengketa secara informal. 
Perbedaan antara konsiliasi dengan mediasi adalah pada peran 
pihak ketiga (konsiliator) di dalam proses penyelesaian sengketa. 
Seorang konsiliator lebih bersifat aktif dibandingkan dengan mediator, 
walaupun sebenarnya dalam beberapa hal sulit untuk membedakan 
secaraa tegas antara mediator dengan konsiliator. 
Faktor yang membuat sulitnya membedakan antara konsiliasi 
dengan mediasi adalah karena kedua-duanya memiliki ciri-ciri yang 
hampir mirip yaitu dalam hal: 
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a. Konsiliasi dan mediasi sama-sama memiliki sifat kooperatif dalam 
proses penyelesainya; 
b. Sama-sama menggunakan pihak ketiga yang netral; 
c. Masuknya pihak ketiga bertujuan untuk membantu penyelesaian 
damai di antara para pihak; 
d. Pihak ketiga yang membantu para pihak sama-sama tidak memiliki 
kewenangan untuk menentukan keputusan; 
e. Sama-sama bertujuan untuk mencapai kesepakatan secara damai.  
6. Penilaian Ahli  
Penilaian ahli atau biasa juga disebut pendapat ahli adalah 
suatu keterangan yang dimintakan oleh para pihak yang sedang 
bersengketa kepada seorang ahli tertentu yang dianggap lebih 
memahami tentang suatu materi sengketa yang terjadi. Permintaan 
pendapat ahli disebabkan karena adanya perbedaan pendapat di 
antara kedua belah pihak. Pendapat ahli dimintakan, baik terhadap 
persoalan pokok sengketa maupun di luar pokok sengketa jika itu 
memang diperlukan, atau dengan kata lain pendapat ahli pada 
umumnya bertujuan untuk memperjelas duduk persoalan di antara 
yang dipertentangkan oleh para pihak. 
Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat 
mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk 
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memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu 
menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak.30 
Pendapat ahli yang dimintakan terhadap suatu persoalan yang 
sedang dipertentangkan harus disepakati terlebih dahulu oleh para 
pihak, apakah akan dianggap mengikat ataukah tidak. Hal ini 
dimaksudkan agar tidak terjadi perselisihan menyangkut hasil dari 
pendapat ahli yang dimintakan terhadap proses pengambilan 
kesimpulan. Jika dianggap sebagai pendapat yang mengikat, maka 
pendapat tersebut akan dijadikan pedoman dalam mengambil 
kesimpulan, namun jika pendapatnya hanya sebatas menjadi 
pandangan saja, para pihak tetap dapat mengesampingkan pendapat 
tersebut.    
 
C. Tinjauan Umum tentang Mediasi 
4. Pengertian Mediasi menurut PERMA 
Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, 
mediare yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjuk pada 
peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam 
menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa 
antara para pihak. „Berada ditengah‟ juga bermakna mediator harus 
berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan 
sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang 
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bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan 
kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa.31 
Dalam Collins English Dictionary and Thesaurus disebutkan 
bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang 
bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (agreement).32  
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti 
sebagai proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian 
suatu perselisihan sebagai penasihat.33  
Dalam Kamus Hukum Indonesia adalah berasal dari bahasa 
Inggris mediation yang berarti proses penyelesaian sengketa secara 
damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi 
yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.34 
Penjelasan mediasi dari sisi kebahasan (etimologi) lebih 
menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para 
pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan 
kebahasan ini masih sangat umum sifatnya dan belum 
menggambarkan secara konkret esensi dan kegiatan mediasi secara 
menyeluruh. Oleh karena itu, perlu dikemukakan pengertian mediasi 
secara terminologi yang diungkapkan para ahli resolusi konflik. 
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Para ahli resolusi konflik beragam dalam memberikan defenisi 
mediasi sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Laurence 
Bolle menyatakan “mediation is a decision making process in which 
the parties are assisted by a mediator; the mediator attempt to 
improvethe process of decision making and to assist the parties the 
reach an out come to which of them can assent.” Sedangkan J. 
Folberg dan A. Taylor memaknai mediasi dengan “...the process by 
which the participants, together with the assistance of a neutral 
persons, systematically isolate dispute in order to develop options, 
consider alternative, and reach consensual settlement that will 
accommodate their needs.35  
Pengertian mediasi ini dapat diklasifikasikan kedalam tiga unsur 
penting yang saling terkait satu sama lain. Ketiga unsur tersebut 
berupa; ciri mediasi, peran mediator, dan kewenangan mediator. 
Dalam ciri mediasi tergambar bahwa mediasi berbeda dengan 
berbagai bentuk penyelesaian sengketa lainnya, terutama dengan 
alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti arbitrase. 
Dalam mediasi, seorang mediator berperan membantu para pihak 
yang bersengketa dengan melakukan identifikasi persoalan yang 
dipersengketakan, mengembangkan pilihan, dan mempertimbangkan 
alternatif yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai 
kesepakatan. Mediator dalam menjalankan perannya hanya memiliki 
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kewenangan untuk memberikan saran atau menentukan proses 
mediasi dalam mengupayakan penyelesaian sengketa. Mediator tidak 
memiliki kewenangan dan peran menentukan dalam kaitannya 
dengan isi persengkataan, ia hanya menjaga bagaimana proses 
mediasi dapat berjalan, sehingga menghasilkan kesepakatan 
(agreement) dari para pihak.36 
Di Indonesia, pengertian mediasi secara lebih konkret dapat 
ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pasal 1 butir 7 
disebutkan pengertian mediasi adalah cara penyelesaian sengketa 
melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para 
pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah pihak yang 
bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para 
pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa 
(Pasal 1 butir 6).  
Pengertian mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung RI 
Nomor 1 Tahun 2008 tidak jauh berbeda dengan esensi mediasi yang 
dikemukakan oleh para ahli resolusi konflik. Namun, pengertian ini 
menekankan pada satu aspek penting yang mana mediator proaktif 
mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Mediator 
harus mampu menemukan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa. 
Ia tidak hanya terikat dan terfokus pada apa yang dimiliki oleh para 
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pihak dalam penyelesaian sengketa. Mediator harus mampu 
menawarkan solusi lain, ketika para pihak tidak lagi memiliki alternatif 
penyelesaian sengketa, atau para pihak sudah mengalami kesulitan 
atau bahkan terhenti (deadlock) dalam penyelesaian sengketa 
mereka. Di sinilah peran penting mediator sebagai pihak ketiga yang 
netral dalam mebantu penyelesaian sengketa. Oleh karenanya, 
mediator harus memiliki sejumlah skill yang dapat memfasilitasi dan 
membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka.37 
5. Asas-Asas Umum dalam Proses Mediasi 
Mediasi merupakan proses penyelesaian non litigasi atau 
setidak-tidaknya proses yang terpisah dari proses litigasi 
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 Ayat (1) PERMA Nomor 01 
Tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, bahwa 
pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak 
dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidanagan jika 
mediasinya gagal, kemudian dalam Pasal 19 Ayat (2) disebutkan 
bahwa semua catatan mediator wajib dimusnahkan. 
Bila kita telaah lebih lanjut kalimat “keterpisahan mediasi dari 
litigasi” akan terlihat ganjil, karena sejatinya ketika gugatan 
didaftarkan dan dicatat dalam registrasi pengadilan, berarti sejak saat 
itu para pihak mulai tunduk dengan aturan dalam proses hukum acara 
perdata. PERMA Nomor 01 Tahun 2008 mengatur mediasi dalam 
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proses perkara, walaupun belum masuk dalam substansi persidangan 
yang sebenarnya karena gugatan belum dibacakan. Namun 
sesungguhnya perkara tersebut sudah ada dalam kewenangan 
pengadilan. Maka menurut D.Y.Witanto, bahwasanya PERMA hendak 
memberikan pengertian bahwa meskipun mediasi dilaksanakan dalam 
proses berperkara, namun sifat dan substansi penyelesaiannya 
berada di luar kewenangan Majelis Hakim yang menyidangkan 
perkaranya. 
Oleh karena PERMA menybutkan bahwa mediasi merupakan 
proses yang berada di luar litigasi, maka menurut D.Y.Witanto, proses 
mediasi memiliki ciri dan prinsip yang berbeda dengan prinsip 
persidangan pada umumnya yang mana perbedaan tersebut antara 
lain : 
1) Proses mediasi bersifat informal. Mediator sebagai fasilitator akan 
menggunakan pendekatan non legal dalam menyelesaikan 
perkara, sehingga tidak kaku dan rigid. 
2) Waktu yang dibutuhkan relatif singkat. Dalam Pasal 13 Ayat (3) 
PERMA Nomor 01 Tahun 2008 disebutkan bahwa prose mediasi 
berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari dan Pasal 13 Ayat 
(4) dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari. 
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3) Penyelesaian didasarkan atas kesepakatan para pihak. Mediator 
hanya sebagai fasilitator agar tercapai sebuah kesepakatan yang 
dapat menguntungkaan kedua belah pihak. 
4) Biaya ringan dan murah. Bila para pihak menggunakan jasa 
mediator non hakim, biaya mediasi tergantung kebutuhan selama 
berlangsungnya proses mediasi. Namun bila menggunakan jasa 
mediator hakim, biaya akan jauh lebih murah, yakni hanya 
dikenakan biaya pemanggilan bila ada pihak yang tidak hadir 
sesuai perjanjian. Sedangkan untuk jasa mediator dari kalangan 
hakim dan penggunaan ruang mediasi di pengadilan tidak 
dipungut biaya apapun. 
5) Prosesnya tertutup dan bersifat rahasia. Dalam Pasal 6 PERMA 
Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan bahwa proses mediasi pada 
asasnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.     
6) Kesepakatan damai bersifat mengakhiri perkara. Artinya bila para 
pihak bersepakat untuk berdamai, gugatan perkara harus dicabut, 
sehingga perkara dinyatakan selesai. 
7) Proses mediasi dapat mengesampingkan pembuktian. Para pihak 
tidak perlu saling berdebat dengan alasan bukti-bukti, namun yang 
diupayakan adalah mempertemukan titik temu dari permasalahan. 
8) Proses mediasi menggunakan pendekatan komunikasi. Dilakukan 
pendekatan dialog dengan pola komunikasi interaktif saling 
menghormati dan menghargai. 
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9) Hasil mediasi bersifat win-win solution. Tidak ada istilah menang 
kalah. Semua pihak harus menerima kesepakatan yang mereka 
buat bersama-sama. 
10) Akta pedamaian bersifat final dan binding. Berkekuatan hukum 
tetap (BHT) dan dapat dieksekusi. 
Dalam berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip mediasi. 
Prinsip dasar (basic principles) adalah landasan filosofis dari 
diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini 
merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, 
sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi 
yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi. David Spencer dan 
Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima 
prinsip mediasi. Lima prinsip ini dikenal dengan lima dasar filsafat 
mediasi. Kelima prinsip tersebut adalah; prinsip kerahasiaan 
(confidentiality), prinsip sukarela (volunteer) prinsip pemberdayaan 
(empowerment), prinsip netralitas (neutrality), dan prinsip solusi yang 
unik (a unique solution) 
Prinsip pertama mediasi adalah kerahasiaan atau 
confidentiality. Kerahasiaan yang dimaksudkan di sini adalah bahwa 
segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan 
oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan 
kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Demikian juga 
sang mediator harus menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut, 
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serta sebaiknya menghancurkan seluruh dokumen diakhir sesi yang ia 
lakukan. Mediator juga tidak dapat dipanggil sebagai saksi di 
pengadilan dalam kasus yang ia prakarsai penyelesaiannya melalui 
mediasi. Masing-masing pihak yang bertikai diharapkan saling 
menghormati kerahasiaan tiap-tiap isu dan kepentingan masing-
masing pihak. Jaminan ini harus diberikan masing-masing pihak, 
sehingga mereka dapat mengungkapkan masalahnya secara 
langsung dan terbuka. Hal ini penting untuk menemukan kebutuhan 
dan kepentingan mereka secara nyata. 
Prinsip kedua, volunteer (sukarela). Masing-masing pihak yang 
bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka 
sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari 
pihak-pihak lain atau pihak luar. Prinsip kesukarelaan ini dibangun 
atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan 
jalan keluar dari persengketaan mereka, bila mereka datang ketempat 
perundingan atas pilihan mereka sendiri. 
Prinsip ketiga, pemberdayaan atau empowerment. Prinsip ini di 
dasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi 
sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah 
mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka 
inginkan. Kemampuan mereka dalam hal ini harus diakui dan 
diharagai, dan oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian 
sebaiknya tidak dipaksakan dari luar. Penyelesaian sengketa harus 
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muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak, karena 
hal itu akan lebih memungkinkan para pihak untuk menerima 
solusinya. 
Prinsip keempat, netralitas (neutrality). Di dalam mediasi, peran 
seorang mediator hanya menfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap 
menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah 
berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. Dalam 
mediasi, seorang mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim 
atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak atau 
mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat 
dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak. 
Prinsip kelima, solusi yang unik (a unique solution). 
Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus 
sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses 
kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak 
mengikuti keinginan kedua bela pihak, yang terkait erat dengan 
konsep pemberdayaan masing-masing pihak. 
Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa mediasi memiliki 
karakteristik yang merupakan ciri pokok yang membedakan dengan 
penyelesaian sengketa yang lain. Karakteristik tersebut dapat 
dirumuskan sebagai berikut : 
 Dalam setiap proses mediasi terdapat metode, di mana para pihak 
dan/atau perwakilannya, yang dibantu pihak ketiga sebagai 
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mediator berusaha melakukan diskusi dan perundingan untuk 
mendapatkan keputusan yang dapat disetujui oleh para pihak. 
 Secara singkat mediasi dapat dianggap sebagai suatu proses 
pengambilan keputusan dengan bantuan pihak tertentu (facilitated 
decision-making atau facilitated negotiation). 
 Mediasi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana 
mediator yang mengatur proses perundingan dan para pihak 
mengontrol hasil akhir, meskipun ini tampaknya agak terlalu 
menyederhanakan kegiatan mediasi.  
 
6. Tujuan dan Manfaat Mediasi 
Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif 
penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Tujuan dilakukan mediasi 
adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan 
pihak ketiga yang netral dan imparsial. Mediasi dapat mengantarkan 
para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan 
lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi 
menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada 
pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win-win 
solution). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan 
memiliki kewenangan penuh dalam mengambilan keputusan. Mediator 
tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia 
50 
 
hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna 
mewujudkan kesepakatan damai mereka. 
Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan 
manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang 
mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling 
menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, di mana 
para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah 
dirasakan manfaatnya. Kesediaan para pihak bertemu dalam suatu 
proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar 
persengketaan dan mempersempit perselisihan diantara mereka. Hal 
ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan 
sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat 
disepakati oleh kedua belah pihak. 
Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan 
berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama 
penyelesaian sengketa adalah keinginan dan iktikad baik para pihak 
dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan iktikad baik 
ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam 
perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian 
sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan 
sejumlah keuntungan antara lain: 
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1) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat 
dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan 
tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase. 
2) Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada 
kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi 
atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju 
pada hak-hak hukumnya. 
3) Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi 
secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan 
perselisihan mereka. 
4) Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan 
kontrol terhadap proses dan hasilnya. 
5) Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase 
sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus. 
6) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu 
menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para 
pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang 
memutuskannya. 
7) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang 
hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa 




Dalam kaitan dengan keuntungan mediasi, para pihak dapat 
mempertanyakan pada diri mereka masing-masing, apakah mereka 
dapat hidup dengan hasil yang dicapai melalui mediasi (meskipun 
mengecewakan atau lebih buruk daripada yang diharapkan). Bila 
direnung lebih dalam, bahwa hasil kesepakatan yang diperoleh 
melalui jalur mediasi jauh lebih baik, bila dibandingkan dengan para 
pihak terus-menerus berada dalam persengketaan yang tidak pernah 
selesai, meskipun kesepakatan tersebut tidak seluruhnya 
mengakomodasikan keinginan para pihak. Pernyataan win-win 
solution pada mediasi, umumnya datang bukan dari istilah 
penyelesaian itu seendiri, tetapi dari kenyataan bahwa hasil 
penyelesaian tersebut memungkinkan kedua belah pihak meletakkan 
perselisihan di belakang mereka. 
Pertanyaan selanjutnya, apakah mediasi mampu mengatasi 
perbedaan dalam posisi tawar-menawar dari para pihak yang 
bersengketa? Pada beberapa kasus, dalam proses mediasi 
cenderung pihak yang “lebih lemah” bersedia menyerahkan beberapa 
hak mereka. Perbedaan kekuatan di antara para pihak merupakan 
kenyataan yang ada dibalik banyak konflik atau persengketaan. Hal ini 
harus dipahami oleh mediator, bahwa hampir seluruh proses 
penyelesaaian sengketa menghadapi kesulitan yang sama berupa 
tidak berimbangnya kekuatan tawar dari para pihak, dan kadang-
kadang mediator juga mengalami kesulitan untuk menangani 
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perbedaan tersebut. Namun demikian, penyelesaian sengketa dengan 
cara mediasi diharapkan dapat membuat ketidakseimbangan posisi 
kekuatan para pihak kurang dirasakan, dari pada penyelesaian 
sengketa di pengadilan atau arbitrase. 
Adanya perbedaan kekuatan dari para pihak dapat diatasi 
mediasi, melalui cara-cara sebagai berikut: 
a. Menyedikan suasana yang tidak mengancam, 
b. Memberikan setiap pihak kesempatan untuk berbicara dan 
didengarkan oleh pihak lainnya secara lebih leluasa, 
c. Meminimalkan perbedaan di antara mereka dengan menciptakan 
situasi informal, 
d. Perilaku mediator yang netral dan tidak memihak sehingga 
memberikan kenyamanan tersendiri; dan 
e. Tidak menekan para pihak. 
Pertemuan secara terpisah dengan para pihak dapat lebih 
meyakinkan pihak yang lemah akan posisi mereka, sehingga mediator 
dapat berupaya mengatasinya melalui saran dan pendekatan yang 
dapat melancarkan proses penyelesaian sengketa. Proses mediasi 
dan keahlian mediator menjadi sangat penting dalam kaitannya 
dengan pencegahan dan penyalahgunaan kekuasaan. 
7. Proses Mediasi 
Berhasil atau tidaknya suatu mediasi tergantung dari proses 
yang dijalankan. Bila proses baik, tercapailah kesepakatan antara 
54 
 
kedua belah pihak. Namun sebaliknya, proses yang tidak baik akan 
menjadikan mediasi gagal. Berikut tahapan-tahapan dalam proses 
mediasi yang diatur oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008: 
1) Tahapan Pra Mediasi. 
Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepanitraan 
pengadilan. Kemudian ketua pengadilan akan menunjuk majelis hakim 
yang akan memeriksa perkaranya. Kewajiban melakukan mediasi 
timbul jika pada hari persidangan pertama para pihak hadir. Majelis 
Hakim menyampaikan kepada penggugat dan tergugat proses 
mediasi yang wajib mereka jalankan. 
Setelah menjelaskan prosedur mediasi, Majelis Hakim 
memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator 
dalam daftar mediator yang terpampang di ruang tunggu kantor 
pengadilan. Para pihak boleh memilih mediator sendiri dengan syarat 
mediator tersebut telah memiliki sertifikat mediator. 
Bila dalam waktu 2 (dua) hari para pihak tidak dapat 
menentukan madiator, Majelis Hakim akan menunjuk hakim 
pengadilan di luar Hakim Pemeriksa Perkara yang bersertifikat. 
Namun jika tidak ada hakim yang bersertifikat, salah satu anggota 
Hakim Pemeriksa Perkara yang ditunjuk oleh Ketua Majelis wajib 
menjalankan fungsi mediator. 
Hakim Pemeriksa Perkara memberikan waktu selama 40 
(empat puluh) hari kerja kepada para pihak untuk menempuh proses 
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mediasi. Jika diperlukan waktu mediasi dapat diperpanjang untuk 
waktu 14 (empat belas) hari kerja(Pasal 13 Ayat [3] dan [4]). 
2) Pembentukan forum 
Dalam waktu 5 (lima) hari setelah para pihak menunjuk 
mediator yang disepakati atau setelah para pihak gagal memilih 
mediator, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada 
mediator yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim. 
Dalam forum dilakukan pertemuan bersama untuk berdialog. 
Mediator dapat meminta agar pertemuan dihadiri langsung oleh pihak 
yang bersengketa dan tidak diwakili oleh kuasa hukum. Di forum 
tersebut, mediator menampung aspirasi, membimbing serta 
menciptakan hubungan dan kepercayaan para pihak.  
3) Pendalaman Masalah  
Cara mediator mendalami permasalahan adalah dengan cara 
kaukus, mengola data dan mengembangkan informasi, melakukan 
eksplorasi kepentingan para pihak, memberikan penilaian terhadap 
kepentingan-kepentingan yang telah diinventarisir, dan akhirnya 
menggiring para pihak pada proses tawar menawar penyelesaian 
masalah. 
4) Penyelesaian Akhir dan Penentuan Hasil Kesepakatan. 
Pada tahap penyelesaian akhir, para pihak menyampaikan 
kehendaknya berdasarkan kepentinga mereka dalam bentuk butir-
butir kesepakatan. Mediator akan menampung kehendak para pihak 
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dalam catatan dan menuangkannya ke dalam dokumen kesepakatan. 
Dalam Pasal 23 Ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan 
syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kesepakatan perdamaian 
adalah sebagai berikut; 
a. Sesuai kehendak para pihak; 
b. Tidak bertentangan dengan hukum; 
c. Tidak merugikan pihak ketiga; 
d. Dapat dieksekusi; dan 
e. Dengan iktikad baik. 
Bila terdapat kesepakatan yang melanggar syarat-syarat 
tersebut diatas, mediator wajib mengingatkan para pihak. Namun bila 
mereka bersikeras, mediator berwenang untuk menyatakan bahwa 
proses mediasinya gagal dan melaporkan kepada Hakim Pemeriksa 
Perkara.  
Jika terjadi kesepakatan perdamaian, para pihak dengan 
bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang 
dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dokumen 
kesepakatan damai akan dibawa kehadapan Hakim Pemeriksa 
Perkara untuk dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian.  
5) Kesepakatan di Luar Pengadilan 
Dalam Pasal 23 Ayat (1) PERMA disebutkan bahwa para pihak 
dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan 
sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat 
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mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang 
berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara 
mengajukan gugatan. 
Maksud dari pengajuan gugatan ini adalah agar sengketa para 
pihak masuk dalam kewenangan pengadilan melalui pendaftaran 
pada register perkara di Kepaniteraan Perdata. Ketua Pengadilan 
selanjutnya dapat menunjuk Majelis Hakim yang akan mengukuhkan 
perdamaian tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum 
(kecuali perkara yang bersifat tertutup untuk umum seperti 
perceraian). 
6) Keterlibatan Ahli dalam Proses Mediasi. 
Pasal 16 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 menyebutkan 
bahwa atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, madiator dapat 
mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk 
memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu 
menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak.  
Biaya untuk mendatangkan seorang ahli ditanggung oleh para 
pihak berdasarkan kesepakatan. Namun PERMA tidak menjelaskan 
siapa yang dapat dikategorikan sebagai ahli, sehingga penentuan 
siapa yang akan dijadikan ahli dalam proses mediasi sesuai dengan 
rekomendasi mediator dan kesepakatan para pihak. 
7) Berakhirnya mediasi  
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Proses mediasi dinyatakan berakhir dengan 2 (dua) bentuk. 
Pertama, mediasi berhasil dengan menghasilkan butir-butir 
kesepakatan di antara para pihak, Proses perdamaian tersebut akan 
ditindaklanjuti dengan pengukuhan kesepakatan damai menjadi akta 
perdamaian yang mengandung kekuatan seperti layaknya Putusan 
Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedua, proses mediasi 
menemukan jalan buntu dan berakhir dengan kegagalan. Proses 
mediasi di pengadilan yang gagal akan dilanjutkan di sidang 
pengadilan. 
8) Mediasi Pada Tahap Upaya Hukum. 
Para pihak atas dasar kesepakatan bersama, dapat menempuh 
upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses 
banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang 
sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, atau peninjauan 
kembali sepanjang perkara itu belum diputus. 
Demikian tahapan-tahapan mediasi yang telah diatur dalam 












A. Lokasi Penelitian 
Penyusunan proposal skripsi ini akan didahului dengan suatu 
penelitian awal. Penulis mengadakan penelitian awal berupa 
mengumpulkan data yang menunjang masalah yang diteliti. 
Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di 
Pengadilan Agama Sungguminasa. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Data yang diperoleh yang akan digunakan penulis dalam 
penelitian itu sebagai berikut: 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi 
penelitian yaitu di Pengadilan Agama Sungguminasa yang diperoleh 
melalui wawancara langsung kepada narasumber. 
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung 
melaui penelitian kepustakaan (Library Research) baik dengan teknik 
pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, karya tulis  ilmiah, artikel-
artikel dari internet serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya 




a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu bahan 
hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan di bidang 
hukum yang mengikat, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata 
(KUHAP), PERMA Nomor 1 Tahun 2008. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 
penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu hasil karya para ahli 
hukum berupa buku-buku, hasil penelitian, catatan, dokumentasi 
kajian-kajian, dan referensi-referensi lain yang berkaitan dengan 
masalah yang diteliti. 
c. Bahan Hukum Tersier 
Bahan Hukum Tersier dari penelitian ini adalah bahan hukum yang 
memberikan petunjuk atau penjelasan  terhadap bahan hukum primer 
dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum dan Kamus Besar 
Bahasa Indonesia. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk menjaring data yang diperlukan sebagai analisis dalam 




a. Wawancara (interview), yakni penulis mengadakan tanya jawab 
dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang 
dibahas seperti hakim dan madiator yang menangani kasus. 
b. Studi dokumentasi, yakni penulis mengambil data dengan mengamati 
dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang 
terkait dalam hal ini Pengadilan Agama Sungguminasa. 
D. Analisis Data 
Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data 
sekunder akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, 
yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejalan data primer yang 
dihubungkan dengan teori-teori dalam data sekunder. Data disajikan 
secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan 
















A. Pelaksanaan Mediasi pada Penyelesaian Sengketa Perceraian di 
Pengadilan Agama Sungguminasa 
Pengadilan Agama Sungguminasa sesuai dengan bidang tugas 
yang telah ditentukan oleh undang-undang yang meliputi jenis perkara 
Bidang Hukum Keluarga dan Bidang Hukum Perikatan. Kasus 
perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sungguminasa setiap 
tahun meningkat dilihat dari data 3 tahun terakhir. Banyak hal yang 
menyebabkan perceraian itu terjadi. Pertama, moral. Persoalan moral 
pun memberikan andil untuk memantik krisis keharmonisan rumah 
tangga. Modusnya mengambil 3 bentuk, suami melakukan poligami 
tidak sesuai aturan (poligami tidak sah), krisis akhlak dan cemburu 
yang berlebihan. Kedua, meninggalkan kewajiban. Ini disebabkan 
salah satu pihak tidak bertanggungjawab terhadap kewajibannya 
selama menjalani ikatan perkawinan. Ketiga, kawin dibawah umur. 
Keempat, dihukum. Kelima, cacat biologis. Keenam, terus menerus 
berselisih. Ketujuh, dan lain-lain.  kasus perceraian yang terjadi di 
Pengadilan Agama Sungguminasa, pihak istri yang menggugat 
suaminya untuk bercerai (cerai gugat) lebih banyak dibandingkan 
suami yang menggugat istrinya bercerai (cerai talak). 
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Statistik perbandingan cerai talak dan cerai gugat 3 tahun 








2011 133 439 
2 
2012 168 530 
3 
2013 195 572 
5 
JUMLAH 496 1541 
10 
 Sumber : Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa, 2014 
Dalam tabel diatas diketahui perkara cerai gugat (1541) lebih 
banyak dari cerai talak (496). Dalam tiga tahun terakhir angka cerai 
gugat dan cerai talak mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya.  
Angka keberhasilan mediasi pada perkara perceraian pada 
tahun 2011 adalah 2. Sedangkan angka keberhasilan mediasi pada 
perkara perceraian pada tahun 2012 adalah 3. Sedangkan angka 
keberhasilan mediasi pada perkara perceraian pada tahun 2013 
adalah 5. Jadi angka keberhasilan mediasi pada tiga tahun terakhir  
dari 2037 jumlah perceraian adalah 10 kasus. Oleh karena itu, angka 
keberhasilan sifatnya fluktuatif. Dapat berubah setiap tahun. 
Sesuai data yang diperoleh, semua kasus tersebut sebelumnya 
telah diupayakan mediasi, dari beberapa persen data mengenai 
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perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat hanya 10  
perkara yang berhasil dimediasi (berdamai). Dalam kenyataannya 
para penggugat atau pemohon mengajukan perkaranya ke 
Pengadilan Agama Sungguminasa adalah untuk bercerai secara sah 
dan mendapatkan akta cerai bahkan dari beberapa kasus kedua belah 
pihak telah melakukan kesepakatan untuk bercerai sebelum ke 
Pengadilan bukan untuk mengupayakan perdamaian agar mereka 
hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya. 
Adapun mengenai penunjukan mediator di Pengadilan Agama 
Sungguminasa, bahwa: 
Di Pengadilan Agama Sungguminasa ini, terdapat 2 jenis sifat 
mediator, yaitu: 
1. Mediator non hakim dengan penunjukan dari yang berwenang dalam 
arti ada surat keputusan dari ketua Pengadilan Agama. 
2. Mediator dari hakim dengan catatan mediator bukan hakim yang 
memeriksa perkara dan atas permintaan para pihak.38 
Gugatan diajukan karena adanya sengketa atau konflik 
menyangkut hak-hak keperdataan seseorang atau sekelompok  orang 
yang menganggap bahwa haknya itu telah dilanggar oleh orang lain. 
Sengketa atau konflik tersebut diajukan untuk mendapatkan 
penyelesaian dalam bentuk putusan oleh pengadilan. 
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 Harnaya, Wakil Ketua PA Sungguminasa, Gowa, Wawancara oleh penulis di PA Sungguminasa, 
28 Mei 2014. 
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Suami atau istri yang merasa haknya dilanggar oleh 
pasangannya kemudian melakukan pendaftaran gugatan di 
Kepaniteraan Perdata Pengadilan Agama. Kemudian akan dilakukan 
peroses persidangan setelah dilakukan penunjukan Majelis Hakim 
oleh Ketua Pengadilan Agama. 
Ketika para pihak hadir pada saat persidangan maka Ketua 
Majelis Hakim kemudian menyampaikan proses mediasi kepada para 
pihak. Dan dilakukan pemanggilan ulang jika para pihak atau salah 
satu pihak tidak hadir.39 
Proses mediasi dalam perceraian hanya dapat berjalan jika 
penggugat dan tergugat (suami dan istri) hadir saat persidangan.40 
Sebelum sidang pemeriksaan perkara dibuka, Hakim 
Pengadilan Agama harus berusaha semaksimal mungkin agar suami 
istri yang berperkara bisa didamaikan. Usaha perdamaian oleh hakim 
sepanjang perkara perceraian tersebut belum diputuskan, baik 
perkara cerai talak maupun cerai gugat. Proses mediasi tersebut juga 
berlaku pada pengurusan perkara perceraian di Pengadilan Agama 
Sungguminasa Kabupaten Gowa. Tahap mediasi menjadi bagian 
dalam proses perumusan perkara perceraian di Pengadilan Agama 
ketika memeriksa perkara perceraian di Pengadilan Agama. Tugas 
pokok Pengadilan Agama ketika memeriksa perkara perceraian 







adalah mencoba untuk mendamaikan suami istri yang hendak 
bercerai sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. 
Dalam proses mediasi ada 2 cara yang ditempuh oleh hakim 
mediator Pengadilan Agama Sungguminasa dalam upayanya 
memediasi para pihak yang akan bercerai, yang dapat dijelaskan 
sebagai berikut:41 
1. Nasehat dari hakim 
Nasehat dari hakim merupakan upaya perdamaian yang 
dilakukan oleh Hakim Mediator ketika memediasi para pihak perkara 
perceraian dengan memberikan nasehat, saran, maupun pandangan-
pandangan yang bersifat persuasif terhadap suami dan istri yang 
hendak bercerai. Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa meminta 
pada suami dan istri untuk datang sendiri ke persidangan, kemudian 
dinasehati agar mempertimbangkan kembali niat mereka untuk 
bercerai. 
Teknik penasehatan dan metode pendekatan yang digunakan 
diserahkan kepada hakim. Tidak ada peraturan perundang-undangan 
yang mengatur secara khusus tentang metode pendekatan yang 
harus digunakan oleh hakim untuk memberikan nasehat. 
2. Hakamain 
Hakamain merupakan upaya mediasi yang ditempuh oleh 
hakim dengan mendatangkan keluarga suami istri yang sedang 
                                                          
41
 Muhtaruddin Bahrum, Hakim Mediator PA Sungguminasa, Gowa, wawancara oleh penulis di PA 
Sungguminasa, 27 Mei 2014. 
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berperkara perceraian atau orang lain yang dipandang hakim dapat 
mendamaikan mereka. 
Biasanya ada orang tua dari pihak suami istri yang tidak 
menginginkan perdamaian tersebut terwujud karena perselisihan yang 
terjadi di antara suami istri juga melibatkan terjadinya perselisihan 
dilingkungan kerabat keluarga kedua belah pihak.  
Pihak keluarga termasuk orang tua menjadi faktor penghambat 
mediasi karena terkadang mencampuri agar anaknya tidak dapat 
rukun kembali, walaupun anaknya masih ingin rukun.42   
Hakim selaku mediator yang memediasi perkara perceraian 
berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan perdamaian antara 
suami istri yang bersengketa, tetapi keputusan akhirnya dikembalikan 
kepada kedua belah pihak. 
Kesimpulan itu diambil oleh para pihak, mediasi itu hanya 
menuntun dan hanya bertanya apa yang diinginkan oleh para pihak. 
Apabila terjadi komunikasi, tentu hakim itu hanya memfasilitasi  saja 
antara penggugat dan tergugat dan tidak mengambil kesimpulan.43 
Pada dasarnya para hakim Pengadilan Agama Sungguminasa 
Kabupaten Gowa berupaya mewujudkan tercapainya perdamaian 




 Sultan, Hakim Mediator PA Sungguminasa, Gowa, wawancara oleh penulis di PA 
Sungguminasa, 27 Mei 2014. 
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antara suami istri yang hendak bercerai, karena dapat membawa 
kepada hal-hal yang buruk bagi anak-anak mereka dan juga bagi 
keluarga besar kedua belah pihak. 
Walaupun tugas pokok hakim dalam perkara perceraian salah 
satunya adalah mengupayakan terjadinya perdamaian antara suami 
dan istri yang hendak bercerai, tetapi hakim Pengadilan Agama 
Sungguminasa senantiasa menjaga agar jangan sampai upaya 
perdamaian tersebut terkesan dipaksakan. 
Keberhasilan dari upaya perdamaian yang dapat dinilai oleh 
hakim Pengadilan Agama Sungguminasa jika diantara suami istri 
menunjukkan beberapa sikap seperti, tidak ada lagi pertengkaran, 
saling maaf-memaafkan serta saling memahami kembali tanggung 
jawab masing-masing sebagai suami istri.44  
Dalam konteks tindak lanjut upaya perdamaian yang berhasil 
diwujudkan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan 
secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para 
pihak dan mediator. Dokumen kesepakatan damai akan dibawa 
kehadapan Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat dikukuhkan 
menjadi akta perdamaian. Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa 
Kabupaten Gowa membuat keputusan berupa penetapan majelis 
                                                          
44
 Abd. Muis Thahir, ‘Asas Perdamaian Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Donggala 
Persfektif Hukum Islam’ (Tesis tidak diterbitkan, PPs UIN Alauddin Makassar, 2008),h.119. 
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hakim yang menetapkan perdamaian, kemudian meminta kepada 
pihak penggugat untuk mencabut perkara perceraian.45 
Dari semua hakim yang menjadi informan penulis dalam 
wawancara mengatakan bahwa upaya perdamaian yang mereka 
lakukan ada yang mencapai keberhasilan yang ditandai dengan 
dicabutnya perkara perceraian oleh penggugat, tetapi ada pula yang 
tidak berhasil sehingga jatuh putusan tentang perceraian. 
Salah satu alasan dan pertimbangan Mahkamah Agung untuk 
mengeluarkan  Perma RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi 
di Pengadilan adalah sebagai implementasi Pasal 130 HIR/154 Rbg 
adalah untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Namun 
harapan mahkamah Agung tersebut tampaknya belum terealisasi 
dengan sempurna dalam praktik, sehubungan adanya permasalahan 
yang berkaitan dengan faktor-faktor atau hal-hal yang menjadi 
penghambat terjadinya mediasi, sehingga mediasi tersebut belum 
terlalu efektif. 
Menurut hasil penelitian, bahwa di Pengadilan Agama 
Sungguminasa, Gowa, diitemukan hal-hal yang dikategorikan sebagai 
faktor penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama 
Sungguminasa khususnya terhadap perkara perceraian. Faktor-faktor 
tersebut yang dapat ditimbulkan oleh hal-hal yang terdapat pada diri 
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pihak itu sendriri (faktor internal) dan dapat juga ditimbulkan dari faktor 
luar diri dan keinginan para pihak (faktor eksternal). 
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Mediasi di 
Pengadilan Agama Sungguminasa  
Keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi 
faktor-faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi. 
Berikut faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi: 
a. Kemampuan mediator. 
Kemampuan mediator mengelola konflik dan berkomunikasi 
sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak 
akan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, 
kemampuan seseorang mediator berpengaruh akan keberhasilan 
mediasi.46 
b.  Faktor Sosiologis dan Psikologis 
Kondisi sosial para pihak menentukan akan keberhasilan 
mediasi. Misalnya, seorang wanita yang menggugat cerai suaminya 
akan berfikir akan nafkah untuk dirinya dan anak-anaknya. Wanita 
yang tidak mempunyai pekerjaan atau memiliki pekerjaan namun takut 
kekurangan nafkah (ekonomi lemah) akan berfikir untuk menggugat 
suaminya.47  
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Perilaku para pihak yang baik dapat memudahkan mediator 
untuk mengupayakan perdamaian. Namun sebaliknya, prilaku yang 
buruk dapat menyebabkan salah satu pihak tidak mau kembali rukun 
karena bila kembali rukum akan memperburuk kehidupannya.48  
d. Iktikad Baik Para Pihak  
Iktikad baik para pihak akan memudahkan mediasi, karena 
mereka akan mudah menerima masukan-masukan dari mediator. 
Namun sebaik dan sekeras apapun seorang mediator berusaha untuk 
mendamaikan para pihak jika kedua belah pihak memang tidak 
memiliki iktikad untuk rukun maka  mediasi itu tidak akan berhasil.49 
Sedangkan faktor-faktor yang menghambat keberhasilan  
mediasi di pengadila adalah sebagai berikut: 
a. Keinginan Kuat Kedua Pihak Untuk Bercerai 
Seringkali tejadi saat mediasi salah satu pihak bahkan 
keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai. 
Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat 
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tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak 
keluarga.50 
b. Tingkat kepatuhan masyarakat 
Tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani proses mediasi 
sangat rendah. Faktor ini sangat mempengaruhi ketidak berhasilan 
mediasi di Pengadilan Agama karena upaya yang dilakukan mediator 
tidak berjalan optimal.51 
c. Sudah Terjadi Konflik yang Berkepanjangan 
Konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-
larut, saat mediasi para pihak tidak dapat diredam emosinya sehingga 
para pihak tidak dapat lagi menerima masukan-masukan dari 
mediator.52 
d. Budaya masyarakat (Kultur Daerah)53 
Masyarakat di daerah kabupaten Gowa sangan menjunjung 
tinggi adat istiadat Siri‟ na Pacce, sehingga seorang pasangan yang 
dianggap mempermalukan keluarga atau merusak nama besar 
keluarga. Susah untuk diterima kembali dalam keluar. Bahkan dalam 
masyarakat pedesaan berkembang paham bahwa perkara yang 
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sudah sampai di pengadilan adalah sebuah aib (siri‟)dengan demikian, 
untuk mencabut perkaranya akan menjadi sulit.54 
Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa 
tidak terlalu terhambat sehingga di Pengadilan Agama Sungguminasa 
hanya menggunakan waktu dua minggu dalam proses mediasi demi 
untuk menghemat waktu.  
Proses mediasi sebenarnya paling lama 40 hari kerja dan bisa 
diperpanjang selama 14 hari kerja, hanya dalam pelaksanaannya kita 
melihat apabila hanya persoalan perceraian bisa selesai dalam waktu 
1 sampai 2 minggu karena rata-rata mediasi yang dilakukan tidak 
berhasil.55   
Berhasil atau tidaknya mediasi, bukan berarti harus kembali 
rukun jika kasusnya masalah perceraian atau dengan pencabutan 
perkara tetapi setidaknya bisa teratasi dengan tidak lanjut banding dan 
kasasi. Selain itu mediasi sekarang sudah diakumulasikan dengan 
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1. Pelaksanaan Mediasi pada Penyelesaian Sengketa Perceraian di 
Pengadilan Agama Sungguminasa, meliputi : Pendaftaran gugatan, 
penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara, proses 
persidangan(jika para pihak hadir), pemilihan mediator, proses 
mediasi, penyampaian dokumen kesepakatan damai kehadapan 
Majelis Hakim  pemeriksa perkara (perkara dicabut), jika proses 
mediasi gagal, maka proses persidangan dilanjutjkan, eksekusi.  
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan 
Agama Sungguminasa adalah sebagai berikut :  
a. Faktor Pendukung : Kemampuan mediator, faktor sosiologis dan 
psikologis, perilaku para pihak, dan ikitikad baik para pihak. 
b. Faktor penghambat : Keinginan kuat kedua pihak untuk bercerai, 
tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani proses mediasi sangat 
rendah, sudah terjadi konflik yang berkepanjangan, dan budaya 
masyarakat Kabupaten Gowa yang masih sangat kental menjungjung 
tinggi  Siri‟ na Pacce yang menganggap perkara yang sudah sampai 




B. Saran  
1. Hakim pengadilan yang bertindak selaku mediator dapat melakukan 
upaya mediasi dengan semaksimal mungkin, agar masyarakat 
khususnya yang berperkara di Pengadilan Agama Sungguminasa 
dapat mendapat keadilan dan merasakan manfaat bersama (win win 
solution) 
2. Untuk lebih mengefektifkan proses mediasi di Pengadilan Agama 
Sungguminasa Gowa, diharapkan sistem ini lebih dioptimalkan 
pelaksanaannya dan dilakukan secara terencana dan sistematis 
sehingga para pihak yang bersengketa lebih yakin dan lebih percaya, 
berdamai lebih baik dari pada melanjutkan proses hukum 
persidangan, yang cukup memakan waktu dan biaya. Dalam hal ini 
diharapkan di dalam melaksanakan proses mediasi, selain sistematis, 
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